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ABSTRACK 

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, alat kerja,bahan dan proses 

pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Objek 

keselamatan kerja adalah segala tempat bekerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air maupun di 

udara. Keselamatan kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan 

menyatakan bahwa, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Keselamatan 

dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan dan, Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta 

nilai-nilai agama. 

Permasalahan yang diangkat untuk dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum 

terhadap karyawan PT. Tapin Coal Terminal dalam keselamatan dan kesehatan kerja Sesuai dengan Undang-

Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja? Apa faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum 

keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Tapin Coal Terminal? 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu berusaha mengungkap aspek hukum dalam 

keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Tapin Coal Terminal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan empiris. 

Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan keselamatan, 

kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. 

Perlindungan tersebut bermaksud, agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk 

meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. 

Faktor penghambat yang paling berpengaruh yaitu kurangnya pelatihan mengenai Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, dikarenakan banyak perusahaan yang belum memahami dan mengerti mengenai konsep dan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan banyak perusahaan yang menggangap bahwa ada 

penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan menambah cost atau biaya pada 

perusahaan. 
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ABSTRACT 

Work safety is safety related to machines, work tools, materials and their management processes, the 

basis of the workplace and its environment, as well as ways of doing work. The object of work safety is all 

places of work whether on land, in the ground, on the surface of the water or in the air. Occupational safety as 

stated in Article 86 paragraph (1) of the Manpower Act states that, every worker/labor has the right to obtain 

protection for occupational safety and health, morals and decency and, treatment in accordance with human 

dignity and values. religion. 

The issues raised to be discussed in this study are how the legal protection for employees of PT. Tapin 

Coal Terminal in occupational safety and health In accordance with the Occupational Health and Safety Act? 

What are the factors that influence the implementation of occupational safety and health legal protection at PT. 

Tapin Coal Terminal? 

The protection of workers covers quite broad aspects, namely the protection of safety, health, 
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maintenance of work morals and treatment in accordance with human dignity and religious morals. This 

protection is intended so that workers can safely carry out their daily work to increase national production and 

productivity. 

This research is a normative legal research, which is trying to reveal the legal aspects in occupational 

safety and health at PT. Tapin Coal Terminal. The research approach used is a statutory approach and a 

normative approach. 

The most influential inhibiting factor is the lack of training on Occupational Safety and Health, because 

many companies do not understand and understand the concept and Occupational Health and Safety 

Management System, and many companies think that the implementation of the Occupational Health and Safety 

Management System will increase costs or reduce costs. costs to the company 
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